
BUPATI BURU

PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI BURU

NOMOR IOITAHUN 2017

TENTANG

STANDAR KOMPETENSI MANAJEzuAL JABATAN PIMPINAN TINGGI

PRATAMA, JABATAN ADMINISTRATOR, DAN JABATAN PENGAWAS DI

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BURU TAHUN 2Afi

Menimbang : a.

BUPATI tsURU,

bahwa dalam rangka menjamin objektivitas dan

kualitas pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam
jabatan, perlu ditetapkan standar kompetensi

Jabatan;

bahwa penetapan standar kompetensi jabatan

dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengisian

jabatan adnninistrasi di lingkr.lngan Pernerintah

Kabupaten Buru;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia

Perqrusunan Standar Kompetensi Jabatan di

lingkungan Pemerintah

Tahun 2Ol7;

Kabupaten Buru

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahr.ln 1,999 tentang

Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten

Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 174

Tahun 7999, Tarnbahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000

tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara,

Kabupaten Buru dan Kab:upaten Maluku Tenggara

b.

c.



3.

Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2000 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3961);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OL4 tentang

Aparatur Sipil Negara (Lernbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2AV Nomor 6, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a59a\;

Undang-Undang Nomor L2 Tahun 20lt tentang

Pernbentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20tl
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 523al4

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Al4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana teiah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2Al5 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679\;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2Arc tentang

Perangkat Daerah {Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor l'l-4, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2OLT tentang

Manajemen Pegawai Negeri Sipitr (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2Afi Nomor 63,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6037|;

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara

Nomor 7 Tahun 2013 tentang pedoman penJrusunan

stand.ar kompetensi manajerial pegawai negeri sipil

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013

Nomor 297j;

4.

5.

6.

7.



1.

2.

8. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 17 Tahun

2AL6 tentang Pemhentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Buru {Lembaran Daerah

Kabupaten Buru Tahun 2OL6 Nomor 17);

Menetarrkan

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR KOMPETENSI

MANAJERIAL JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA,

JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BURU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalane Peraturan Bupati Buru ini, yang dimaksud dengan :

3.

4.

5.

Daerah adalah KabuPaten Buru.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah

sebagai unsur penlrelensgaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin

urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom;

Bupati adalah Bupati Buru.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buru.

Aparatur Sipil Negara yans selanjubrva disingkat ASN adatah profesi bagi

Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

yang bekerja di lingkunsan Pemerintah Daerah Kabupaten Buru.

Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi di

linekunqan Pemerintah Daerah Kabupaten Buru.

Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang

menduduki Jabatan Pimpinan Tinggr di lingkunsan Pemerintah Daerah

Kabupaten Buru.

Jabatan Administrasi adalah sekelompok -iabatan yang berisi funssi

dan tugas berkaitan dengan pelayanan public serta Administrasi

Pemerintahan dan pembangunan yang terdiri dari Jabatan Pimpinan

Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas di

lingkungan Pernerintah Daerah Kabupaten Buru.

Pejabat Administrasi adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang

menduduki Jabatan Administrasi di linekungan Pemerintah Daerah

Kabupaten Buru.

6.

7.

8.

9.



10.

11.

Orsanisasi Peranskat Daerah vans selaniubrva disingkat OpD adatah

oraganisasi Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Daerah

Kabupaten Buru.

Standar Kompetensi Manajerial adalah Standar Kompetensi Manajerial

minimal yans harus dirniliki seorans Pegawai Negeri sipil dalam

melaksanakan tugas Jabatan Administrasi.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi Standar Kompetensi

Manaierial Peqawai Neseri Sipil yans menduduki Jabatan Pimpinan Tinsqi

Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas di lingkungan
pemerintah Kabupaten Buru.

BAB III

?UJUAN PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN

Pasal 3

T\rjuan disusunnya Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Pimpinan

Tingri. Jabatan Administrator. dan Jabatan Pengawas adalah sebagai

pedoman dan acuan dalam proses pengangkatan, pemindahan dan

pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Pimrrinan Tinssi Pratama.

Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas.

BAB IV

STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL

Pasal 4

(1) Pengangkatan PNS kedalam Jabatan Pimpinan Tinggr Pratama,

Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas, dilakukan setelah

memenuhi persayaratan kualifikasi serta Standar Kompetensi

Jabatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undanxan.

(2) Standar Kompetensi Manajerial adalah standar kompetensi yang

terdiri dari Integritas. Ker,iasama. Komunikasi. Orientasi pada Hasil.

Pelayanan Publik, Pengembangan Diri dan Orang Lain, Mengelola

Perubahan. dan Pensambilan Keputusan.



Pasal5

Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan

Administrator, dan Jabatan Pengawas, sebagaimana tercantum dalam

lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati

ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orarlg rnengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru.

Ditetapkan di Namlea

pada tanggal 15 Desember 2AL7

RU,t^/

UMASUGI

Diundangkan di Namlea

pada tanggal 15 Desember 2OL7

fsernmeRls DAERAH KABUrATEN BURU, fl

[hru]*
BERITA DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2077 NOMOR I OI

Paraf Koordinasi

Kepala BPKSDM r
Kabag Hukum {'


